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ABSTRAK 

 

Dewasa ini problematika penerapan hukum masih ramai diperbincangan, karena 

implementasinya yang masih bergejolak atau belum relevan dengan realita, di 

antaranya berbentuk putusan atau penetapan hakim. Lahirnya Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan Perubahan) menunjukkan eksistensinya 

bahwa aturan tersebut hadir sebagai normalisasi ketimpangan persoalan 

perkawinan di tengah-tengah masyarakat. Perihal dispensasi kawin yang 

dilakukan dalam persidangan dapat dikatakan sebagai penemuan suatu hukum 

oleh hakim, hal ini disebabkan bukan karena tidak ada aturan maupun undang-

undang yang mengaturnya melainkan, permasalahan dispensasi kawin 

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) perihal penyimpangan tidak 

dijelaskan secara gamblang sehingga hakim memiliki penafsiran sendiri mengenai 

maksud dalam hal penyimpangan. Jenis dan Pendekatan Jenis penelitian ini 

penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian melihat hukum 

sebagai bangunan sistem norma dalam masyarakat. Adapun kesimpulannya yakni, 

ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan permohonan 

dispensasi kawin menunjukkan bahwa penafsiran hakim pada Pasal 7 ayat (2) 

kondisi alasan mendesak yang dipandang subjektif oleh hakim menjadikan para 

pemohon memiliki pandangan subjektif juga terhadap dispensasi kawin. Juga 

bahwa antara pertimbangan hakim dengan tujuan perkawinan tidaklah relevan, 

melihat tidak terpenuhinya normativitas tujuan perkawinan di Indonesia, 

diantaranya asas kematangan calon mempelai yang ditinjau secara filosofi, 

yuridis, dan sosiologis pada aspek tujuan perkawinan dan hukum agama Islam.  
 

Kata Kunci: Ratio Decidendi, Hukum Perkawinan, Dispensasi Nikah, Tujuan 

Perkawinan. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Currently, the problems of implementing the law are still widely discussed, 

because its implementation is still volatile or not yet relevant to reality, 

including in the form of decisions or decisions of judges. The birth of Law 

Number 16 of 2019 (Amended Marriage Law) shows the existence of this 

regulation as a normalization of inequality in marriage issues in society. 

Regarding the marriage dispensation carried out in the trial, it can be said to 

be a discovery of a law by the judge, this is not because there are no rules or 

laws that regulate it, but rather, the issue of marriage dispensation as 

contained in Article 7 paragraph (2) regarding irregularities is not clearly 

explained. clear so that judges have their own interpretation of intent in terms 

of irregularities. Type and Approach This type of research the author uses 

normative juridical research, namely research looking at law as building a 

system of norms in society. The conclusion is that the ratio decidendi or the 

judge's legal consideration in determining the application for marriage 

dispensation shows that the judge's interpretation of Article 7 paragraph (2), 

the condition of urgent reasons which are seen as subjective by the judge, 

makes the applicants also have a subjective view of the marriage 

dispensation. Also, the judge's consideration of the purpose of marriage is 

not relevant, considering the non-fulfillment of the normative purpose of 

marriage in Indonesia, including the principle of maturity of the prospective 

bride and groom which is viewed philosophically, juridical, and sociologic 

from the aspect of the purpose of marriage and Islamic religious law. 

 

Keywords: Ratio Decidendi, Marriage Law, Marriage Dispensation, 

Purpose of Marriage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSLITERASI 

 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

543b//U/1987 Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad 

yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan 

huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus.  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر



 

 

 Zai z zet ز

 Sin s es س 

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ



 

 

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

 

 

 

2. Vokal Rangkap 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يَْ...



 

 

 Fathah dan wau au 'a dan u وَْ... 

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan alif atau اَ...ىَ... 

ya 
ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTTO 

 

  یسرا  العسر  مع وأن  ,الکرب مع الفرج وأن  ,الصبر مع النصر  أن واعلم

 

“And know that victory comes with patience, that relief comes with distress, and 

that with hardship comes ease” 
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